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PUTUSAN

Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Nph

o~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

,  Kabupaten
Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Anton Sartono, S.H., Deden Supriatna,
S.H. dan lis Densih, S.H. advokat/penasihat
hukum pada kantor hukum Anton Sartono, SH &
Associates yang beralamat di JI. Sindangsari
No.125, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah,
Kabupaten Bandung Barat, dengan alamat
elektronik: amateurlaw@gmail.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor
1014/k/2024 tanggal 14 Juni 2024, sebagai
Penggugat;

melawan
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, Kabupaten Bandung Barat,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2024 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 26 Juni 2024

dengan register perkara Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan
pernikahannya pada 25 Maret 2004 di Kecamatan _ Kabupaten
Bandung Barat, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut dicatat
pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan _ tertanggal 25 Maret
2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: | N |l I, tc'ah campur
sebagaimana layaknya suami istri, setelah melangsungkan pernikahan
Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di daerah [l dari

pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak, yaitu; || GGcIEcEEIGNGGEGE
|

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai
tidak harmonis sejak sekitar Januari 2019, sering berselisih dan bertengkar
yang disebabkan berbagai masalah, diantaranya banyak salah paham yang
berujung bertengkar, perselisihan karena masalah nafkah lahir yang tidak
berkecukupan. Perselisihan karena Tergugat jarang pulang dan masalah
cemburu yang tidak terselesaikan. Jika ditegur tidak terima dan memicu

perselisihan. Jika bertengkar tidak segan segan berkata kasar, sehingga
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membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman. Pernah dinasehati di rukunkan
keluarga tetapi tidak berhasil.

3. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus
menerus, Penggugat berusaha bersabar tetapi tidak berubah, jika bertengkar
Tergugat sering bicara kasar. Akhirnya pada sekitar bulan Mei 2022
Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kediaman, Tergugat yang pergi dari
rumah kediaman bersama. Sudah jatuh thalak secara di bawah tangan. Sejak
itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Walaupun masih
satu desa, bahkan satu Rw sejak pisah rumah, Tergugat tidak mau lagi datang
ke rumah, sudah semakin acuh dan tidak peduli kepada Penggugat.

4. Bahwa sejak pisah rumah sudah 2 tahun lebih, sudah tidak lagi menjalankan
kewajiban sebagai suami istri, walaupun masih satu desa tetapi tidak pernah
lagi memperdulikan Penggugat, karena Tergugat merasa sudah bercerai.
Penggugat dan Tergugat akhirnya merasa ragu apakah secara agama islam
masih sebagai suami istri, jika sudah ikrar thalak. Penggugat merasa sudah
tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan rumah tangga secara normal dan
harmonis. Kondisi ini bagi Penggugat menunjukkan sudah sulit untuk bisa
mempertahankan rumah tangga sebagaimana dimaksud UU No.1 tahun 1974
tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan hal hal lain yang
tidak mungkin dikemukakan dalam gugatan ini.

5. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas kehidupan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik,
tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa keberatan dengan keadaan
kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup
berumah tangga yang bahagia tidak berwujud. Oleh karena itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cg. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan

putusan sebagai berikut:
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PRIMAIR:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat ([ GGz t<-hadap

Penggugat (GGG :tcu menyatakan putus ikatan

perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
SUBSIDAIR:
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap ke
persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam
perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan
untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun
2016, dengan mediator Taofik Saprudin, S.H., namun upaya tersebut juga tidak
berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 11 Juli 2024;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum vyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, Tergugat pada hari-hari sidang berikutnya tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakil/kuasanya meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir lagi di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengar, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti sebagai berikut:
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A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK:
_ tanggal 6 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Provinsi
Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: | NI tanggal 25 Maret
2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan ]Il Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa
Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. |
.
. <abupaten Bandung Barat, di

depan sidang mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2004 yang lalu;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Tergugat;

— Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
hidup rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
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(@

— Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburuan tanpa alasan serta
Tergugat sering nongkrong dan jarang pulang, apabila bertengkar
Tergugat kerap berbicara kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik

seperti menendang Penggugat;

|

Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
Penggugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah
keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan

layaknya suami istri yang baik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

, Kota Cimahi, di depan sidang
mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tahun 2004 yang lalu;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Tergugat;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, keharmonisan rumah
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tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

— Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam
memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat kerap cemburu
tanpa alasan yang jelas. Tergugat juga sering nongkrong, memancing
dan jarang pulang, serta apabila bertengkar Tergugat kerap berbicara
kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti menjambak rambut
Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun yang lalu karena Penggugat pergi dari kediaman bersama
dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan
layaknya suami istri yang baik;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta
memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan
Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan

ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui
e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a
quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik
berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
melalui surat tercatat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik jis. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 26
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa
hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat
Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi
syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat
untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili
dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat
telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam
selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama
Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, disebabkan karena banyak salah paham yang berujung bertengkar,
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perselisihan karena masalah nafkah lahir yang tidak berkecukupan. Perselisihan
karena Tergugat jarang pulang dan masalah cemburu yang tidak terselesaikan.
Jika ditegur tidak terima dan memicu perselisihan. Jika bertengkar tidak segan
segan berkata kasar, sehingga membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman,
yang akhirnya sejak bulan Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat
tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalii Penggugat tersebut Tergugat tidak
dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di
persidangan sekalipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah, dan ternyata
tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya
perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini
dengan di luar hadirnya Tergugat, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan
haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari
bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163
HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang
telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam
pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),
bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai
ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 dan P.2
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung P.1 dan
P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang

sah serta Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang telah cakap
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hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum
untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat
dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal
76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo
134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Penggugat agar
menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat
dengan kedua belah pihak, dan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
|

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan orang yang
tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun
yang lalu, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut
disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
dan Tergugat sering cemburuan tanpa alasan serta Tergugat sering nongkrong
dan jarang pulang, apabila bertengkar Tergugat kerap berbicara kasar dan pernah
melakukan kekerasan fisik seperti menendang Penggugat dan saksi kedua
Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat
kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat kerap
cemburu tanpa alasan yang jelas. Tergugat juga sering nongkrong, memancing
dan jarang pulang, serta apabila bertengkar Tergugat kerap berbicara kasar dan

melakukan kekerasan fisik seperti menjambak rambut Penggugat yang mana
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keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri

karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai

Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para saksi Penggugat juga mengetahui berdasarkan
penglihatan serta pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama berpisah
keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana
keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170,
171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai
kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti
yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang
disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada
Penggugat dan Tergugat sering cemburuan tanpa alasan serta Tergugat
sering nongkrong dan jarang pulang, apabila bertengkar Tergugat kerap
berbicara kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

— Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat
dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

— Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan
kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
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rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun
cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran
menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3).
Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah
memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 3 (tiga) tahun yang lalu
dan telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dengan demikian
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama
untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak
keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan
demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali
persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui
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mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil,
dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri
seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan
hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai
suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah
tangga, oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan
tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar
dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas
kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan
berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori madl/arat
(mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap madlarat harus

dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

S g

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh
membahayakan orang lain.”
Menimbang, bahwa kaidah ushul figh yang dalam hal ini diambil sebagai

pendapat majelis hakim:

32 o mal)
Artinya: “Sesuatu  yang  membahayakan (madhorat)  harus

dihindarkan/dihilangkan.”
Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam
kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai

alas hukum berbunyi:

dilh ol adde glhlga g3l da gl A ) aue 8 1) g

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai
sebagaimana di dalam bukti (P.2), oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai
ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara
persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (_) terhadap
Penggugat (I )
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp255.000,00 (dua

ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Khoirun Nisa, S.H.l., M.H. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya di luar hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
dto
Rasmi Nindita, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
dto dto
Khoirun Nisa, S.H.l., M.H. Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Muhammad Arsyi, S.H.
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